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DEUIAN KEHORMATAN PENTELENGGARA PEMILU

REPUBLIK INDONESIA

DEMIKEADILANDANKEHoRMATANPEIIYELENGGARAPEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor:244-

P/L-DKPPIYIl|l2o|gyangdiregistrasidenganPerkaraNomor:259-PKE-
DKpp/vII rl2o1g, menjatuhkan ilrt.r"u.r, atas dugaan pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.U PENGADU
Nama
Pekerjaan/Lembaga

Alamat

Mamuju
: Jl. Poros Ttrmbu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo'

KabuPaten Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut sebagai---

TERIIADAP

Pengadu;

[1.2] TERADU
1. Nama I

Jabatan
Alamat Kantor

Selanjutnya disebut

aral
Teradu I;

2. Nama : Taufik VlalhidaYat
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab' Mamuju Tengah

Alamat Kantor : Jalan Daengna Maccirinnae, Benteng - Tobadak

KabupatenMamujuTengahProvinsiSulawesiBarat
Selanjutnya disebut sebagai--- Teradu IIi

3. Nama : Rahmat
Jabatan:AnggotaBawasluKab.MamujuTengah
Alamat Kantor : Jalan Daengna Maccirinnae, Benteng - Tobadak

KabupatenMamujuTengahProvinsiSulawesiBarat
Setanjutnya disebut sebagai--- Teradu III;

4. Nama : Suryadi Rahmat
Jabatan : Ketua KPU Kab' Mamuju Tengah

Alamat Kantor : Jalan Poros T\rmbu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--- Teradu VI;

2U

: Arfan
: Anggota DPRD Kabupaten Mamuju IDPC Hanura Kab'

: ElmansYah
: Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah

: Jalan Daengna Maccirinnae, Benteng - Tobadak

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi B

sebagai---
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5. Nama : Narrul
Jabatan : Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jalan Poros T\rmbu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai--------- ------ Teradu V;

6. Nama : .Iarmuddln
Jabatan : Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Jalan Poros T\rmbu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai------ --- ----- Teradu VI;

7. Nama : Samp€ Amlruddln
Jabatan : Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah
Alamat Kantor : Ja-lan Poros T\rmbu Desa Topoyo, Kecamataa Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai--------- ---- Teradu VII;

8. Nama : Galuh Hhandlnl
Jabatan : Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah
Alamat Kaltor : Jalan Poros T\rmbu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai--------- --- Teradu VIII;
Teradu I s.d Teradu VIII selanjutnya disebut sebagai----------------- Para Teredu.

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar ketera-ngan Pengadu ;

Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan saksi;
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait;dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan Para Teradu.
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U. DI'DUK PERI(ARA
[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU
Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan
Pengaduan Nomor: 244-P IL-DII.PP /Vil1/20L9 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:
259-PKE-DKPP lVlll/2olg, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan
uraian sebagai berikut,
1. Rronologl KeJadlan Pertama:

Pada saat perekapan ditingkat PPK Topoyo Pada Tanggal 21 April 2019 Pelapor
bertemu dengan saudara saksi VI (ZAIFUL AZIZI der,gat maksud memasukkan ke
PPK Kec. Topoyo Surat Dari Pengusulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari KPPS
Desa Salu Lekbo, pada saat itu saudara saksi VI (ZAIFUL AZIS) memperlihatkan
surat tersebut ke Pelapor (ARFAN) dan meminta pertimbaflgan hukum terkait
Pengusulan PSU oleh beberapa KPPS di Desa Salu Lekbo kepada saudara Pelapor
(ARFAN) sisaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II (BASRI RAHMAN dan NASRUL
NASlR),selanjutnya saudara Pelapor ( ARFAN ) memfoto surat (Buktl P-l ) yang
dibawa oleh saudara saksi VI ( ZNFUL AZIS ) dan Pelapor ( ARFAN )

memerintahkan Saksi II ( NASRUL NASIR ) untuk memfoto copy surat tersebut.
Selanjutnya maka saudara Pelapor ( ARFAN ) meminta kepada saudara Saksi IV
(ZAIFUL AZIS ) untuk memberikan Salinan dan foto tanda terima surat dari PPK

Kec. Topoyo,Panwascam Kec. Topoyo, KPU Kab Mamuju Tengah ( Buktt P-2),dan..
Bawaslu Kab. Mamuju Tengah ( Bukt P-3). *



Setelah Kejadian diatas maka saudara Pelapor ( ARFAN ) meminta tolong kepada

saudara saksi II dan saksi V (NASRUL NASIR dan BAYU PANJI WiDODO) untuk
melakukan investigasi terkait keabsahan surat pengajuan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) dari KPPS yang terdiri dari TPS L,2,3,4,6,8 dan 9 desa Salu Lekbo dan
merekam kronologis serta memperjelas kebenaran petugas-petugas KPPS yang

bertanda tangan di Surat Tersebut.
Adapun kronologis masing-masing TPS yang mengajukan surat Pengusulan
Pemungu tan Suara Ulang (PSU) yaotu sebagai berikut :

ALAT BUKTIDESA /TPS PENJELASANNO
. VIDEO
o FOTO KTP -

EL ISMAIL

VIDEO ATAS NAMA

SYAMSUDDIN MELIHAT
KEJADIAN YAITU SAKSI SALAH

SATU PARTAI POLITIK
MENDAMPINGI SEORANG
WARGA TANPA MELAMPIRKAN
C3 DISAKSIKAN OLEH SAUDARA
ISMAIL SALAH SATU WARGA

DESA SALO LEKBO

1 DESA SALU LEKBO

/TPS1

VIDEO PART

iDAN2
FOTO KTP-
EL IBU
NURJANNA
FOTO PADA
SAAT DI TPS

a

a

o

VIDEO ATAS NAMA IBU
NURJANNAH SALAH SATU

PETUGAS KPPS DI TPS 2 DESA
SALU LEKBO MEMBENARKAN
ADANYA KE"IADIAN BEBERAPA
MASYARAKAT YANG TIDAK
MENGGUNAKAN FORMULIR C3

BERDASARKAN PADA

KETERANGAN IBU NURJANNAH

2 DESA SALU LEKBO

/TPS2

SCREAN
SHOOT
LINDUNGAN
HAK PILIH
KTP-EL
MUHTAR
KTP -E,L
RIDAWATi

a

a

a

SALAH SATU PETUGAS KPPS

A/N MUHTAR DAN SALAH SATU

WARGA A/N RIDAWATI
MELAKUKAN PENCOBLOSAN
DIKATEGORIKAN DALAM
PEMILiH DPK DENGAN
MEMPEROLEH 5 SURAT SUARA
DI TPS 3 SEDANGKAN SETELAH

DIKROSCEK MELALUI APLIKASI

KPU YAITU LINDUNGI HAK
PILIHMU MUHTAR DAN

zuDAWATI TERDAFTAR DI TPS

KAB.BONE PROV.SUL-SEL
TANPA MELAMPIRKAN A5

3 DESA SALU LEKBO

/TPS3

4 DESA SALU LEKBO

/TPS4
VIDEO ATAS NAMA SAPPE

MASSA SALAH SATU

ANGGOTA KPPS

MEMBENARKAN ADANYA

BEBERAPA WARGA YANG
BUKAN BERDOMISILI
DESA SALO LEKBO TANPA
MELAMPIRKAN FORMULIR
A5
VIDEO ADANYA SELISIH
PENGGUNA HAK PILIH

o

a

o VIDEO
o KTP

SAPPE
MASSA

EL
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DENGAN JUMLAH SURAT
SUARA

. VIDEO

. KTP EL A/N
SAUDARA
NOVERDI

VIDEO ATAS NAMA MARKUS
RAPAN SALAH SATU PE"TUGAS

KPPS MEMBENAR,KAN ADA}IYA
WARGA A/N KORNELIUS
NOVERDI YANG BERDOMISI DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MENGGUNAKAN C 6 YANG

BUKAN IDENTITASNYA TAPI C 6
TERSEBUT ATAS NAMA DAENG
MARzu.
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. VIDEO

. FOTO COPY

KTP.EL
MUHAMMA
D ASLAM

VIDEO ATAS NAMA AGUSTINUS
ABE SALAHH SATU PETUGAS

KPPS MEMBENARKAN ADAI'IYA
SALAH SATU PEMILIH YANG

BERNAMA MUHAMMAD
ASLAM,AMD.KCP MELAKUKAN
PENCOBLOSAN DI TPS 8, TIDAK
TERDAFTAR DALAM DPT
ATAUKAH TIDAK BERDOMISILI
DIDESA SALO LEKBO DAN

TIDAK MELAMPIRKAN FORM A5

DESA SALU LEKBO

/TPS8
6

FOTO KTP

EL-
SAUDARA
LINU
VIDEO

VIDEO ATAS NAMA M,YUSUF
SALAH SATU PETUGAS KPSS

MEMBENARKAN SAUDARA LINU
MENGGUNAKA C6 SAUDARA
LINUS DAN TIDAK BER KTP -EL
DOMISILI MAMUJU TENGAH
DAN MENGGUNAKAN HAK PILIH
TANPA MELAMPIRKAN A5 SERTA

MENDAPATKAN 5 XATEGORI

SURAT SUARA

7 DESA SALU LEKBO

/TPS9

2. Kronologl KeJadlan Kedua:
Berdasarkan pada model Cl ( Bukti P- 4 ) DPRD Kab/Kota maka data jumlah

Pemilih dan Jumlah surat suafa yang diterima,termasuk surat suara cadaagan 2o/o

dari DPT maka memang surat suara yang di terima oleh KPPS TPS 2 mengalami

kekurangan surat suara yang seharusnya surat suara yang diterima sebanyak 258
+ 45 + 2Vo = 3O9, dan Pada hari Rabu Tanggal 24 Aprll 2019 di Kantor PPK Kec'

Topoyo, telah terjadi selisih jumlah surat suara TPS 2 Desa Topoyo yang dimana
Jumlah Surat Suara Presiden-Wakil Presiden ,DPD,DPR-RI,dan DPRD Provinsi

sebanyak 241 sedangkan DPRD Kabupaten/Kota Sebanyak 239, setelah hal
tersebut diatas maka Panitia Pengawas Kecamatan Topoyo darr Bawaslu

Mengeluarkaa Surat untuk melakukan Penghitugan Suara Ulang,akan tetapi
setelah kotak suara dibuka darr hitung maka tetap terjadi selisih sebanyak 2 surat
suara terkhusus Surat Suara Kabupaten/Kota yang berwarna Hijau, setelah hal itu
te{adi Saksi I (BASRI RAHMAN) meminta untuk membuka dan memperlihatkan
daftat C7 DPT dan Da.ftar C7 DPK ( Bukti P-5 ) dan memfoto C7 tersebut, PPK Kec.

Topoyo Mengeluarkan Berita Acara terkait ketidak singkronan jumlah surat suara
dengan jumlah Pengguna Hak Pilih ( Bukti P-6 ). Selanjutnya Pelapor membuat
surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU )ditujukan ke BAWASLU Kab. .

>,
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/TPS6



Mamuju Tengah khusus Desa Topoyo TPS 2 (Bukti P-7 ) dan rnenerima tanda bukti
pelaporan dari BAWASLU Kab. Mamuju Tengah (Formulir Model 8.3) (Bukti P- 8 )

guna untuk menormalkan dan mengembalikan hak pemilih yang hilang tersebut,

akan tetapi per tanggal 16 Mei 2OL9 kami (HANURA) belum mendapatkan

informasi sarna sekali terkait pelaporan karni dari Bawaslu Kab. Mamuju Tengah.

Pada saat Perekapan Tinglat kabupaten yang dihadiri oleh pihak terlapor

i,II,UI,IV,V,VI,VII Pada tanggal 5 Mei 2OL9 Saksi Partai HANURA (BASRI RAHMAN) (

Bukti P-9 ) dan saksi Partai PKB ( Syamsul Bahri) meminta model ( DB2-KPU ) (

Bukti P-10 ), akan tetapi menurut pihak terlapor IV (SURYADI RAHMAT) .MODEL

DB2-KPU sudah kami berikan sebagai bentuk protes dari pada peserta pemilu dan

tetap akan kami lanjut ke tahapan berikutnya" pada saat itu pihak terlapor IV
(SURYADI RAHMAT) lansung membacakan dan sertifikat rekapitulasi tingkat
kabupaten daerah pemilihan mamuju tengah l (DBI-KPU Kab./Kota) dengan

menghilangkan Data Pengguna Pilih DPT mengikuti fisik dari surat suara yang

terdiri d,ari 2 (dua) data Pengguna Hak Pilih DPI dari Kec. Topoyo dan 2 data
Pengguna Hak Pilih DPT dari Kec. Tobadak dapat dilihat dari Model DB1-DPRD

Kab/Kota daerah pemilihan 1 Mamuju Tengah ( Bukti P- 11 ) disandingkan
dengan Model DBI-DPRD Provinsi ( Bukti P- 12 ), dan dalam hal ini pihak
Bawaslu Kab. Mamuju Tengah pihak terlapor I,II,dan III terduga turut serta

melakukan pembiaran dan tidak memiliki upaya pencegahan dan pengawasan

sesuai dengan TUPOKSI berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang

berlaku, selanjutnya sebelum dilakukan penetapan terhadap model DBI-DPRD
Kab/Kota daerah pemilihan 1 Mamuju Tengah salah satu anggota KPUD Kab.

Mamuju Tengah terlapor VIII (GALUH PRIHANDINI) Menyatakan Walk Out dari
Rapat Pleno Terbuka tersebut dan tidak menanda tangani Model DB1-DPRD

Kab/Kota Daerah Pemilihan 1( Bukti P- 11 ).

lz.2lPErrruM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu rnemohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai

berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan

4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aeE)o et bno).

[2.3] BUKTI PTNGN)U
Bahwa untuk membuktikan dalil-da1ilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-l s.d P-

L3 sebagai berikut:

Surat Pengajuan Peungutan Suara Ulang (PSU) yang di tanda
1

2

P-3

P-4

3

P-1

P-2
tangani oleh KPPS TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9 Desa Salu Lekbo;

Foto Daftar Penerimaan Surat di KPU Kab. Mamuju Tengah;

Daftar Tanda Terima Surat Pengajuar: Pemungutan Suara Ulang
(PSU ) yang di tujukan untuk PPK Kec. Topoyo,KPU Kab.

Mamuju Tengah, Bawaslu Kab.Mamuju Tengah dan
Panwascam Kec. Topoyo.
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

*
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5

6

7

8

9

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2Ol9
(Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 2 Desa Topoyo Kec.Topoyo

Daftar Hadir Pemilih DPT dan DPK (C7 DPT dan C7 DPK);

Surat Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan

Topoyo;
Surat Permohonan PemungUtan Suara Ulalg (PSU) dari Dewan

Pimpinaa Cabang Partai HANURA Kabupaten Mamuju Tengah;

Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model B'3) dari

BAWASLU Kab. Mamuju Tengah;
Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kej adian Khusus

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tengah Pemilihan

Umum 2019 (Model DB2-KPU) dari Partai HANURA ;

Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadial Khusus

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tengah;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1 Mamuju Tengah

(Model DB1 -DPRD Kab/Kota)
Sertifftat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ca]on

Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 6 Provinsi Sulawesi Barat

(Model DB1 -DPRD Provinsi)
Rekaman Video

10. P-10

11. P-l1

72. P-12

13. P-13

[2.4] SArSr PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,

1. Nasrul Nallr
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
saksi merupakan saksi mandat untuk TPS 2 Desa Topoyo dari Partai PKB

me4jelskan bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menemukaa
selisih 2 surat suara. Saksi menjelaskan bahwa ada Anggota KPU Kabupaten

Mamuju Tengah walkout darr tidak bertanda tangan pada DB 1 .

2. Basrl Rahman
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
pada tanggal 23 April 2O19 dilakukan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat
Kecamatan dan ada penghitungan suara ulang sebanyak 2 ka.li berdasarkan
Rekomendasi Paawascam. Ditemukan adanya 3 selisih pada pengguna Hak Pilih
sebanyak 239 dat pada C7 sebanyak 241. Saksi menj elaskan bahwa tidak pemah di
klairilkasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi tidat tanda tangan
pada form DAl. Saki melakukan protes pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten dart
menyaksikan ada Anggota KPU Kabu[aten Mamuju Tengah Walkout.

3. SA.PPE MASSA
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
pada tanggal 20 April 2019 ada 7 TPS yang bergabung dan mengusulkan PSU. Saksi
merljelaskan bahwa ada pelanggaran di TPS Desa Salulekbo karena sebagian pemilih
pindahan tidak menggunakan A5.

4. AGUSTINUS ABE
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapaa Maj elis sidang DKPP bahwa
Saksi tinggal di Batu Dinding dan saksi menjelaskan j ara]< dari rumah ke Kantor
Desa adalah 13 Kilometer. Saksi menjelaskan bahwa tidak dapat membuat berkirim

$
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surat karena tidak ada jaringan maka pada tanggal 18 April 2019 saksi membentuk
keiompok KPPS dan mengusulkaa untuk PSU.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK aTAWABITN PAnA TTRADU

[2.5.U PEN.TELITSAN DAI{ POKOX TTAUIABAN TERADU r S.D TTRADU m
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu I .s.d Teradu III menyampaikan jawaban
lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
1, TENTANG EKSEPSI

1) Bahwa Para Teradu menyatakan menolak seluruh materi aduan pengadu,
kecuali hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak
merugikan kepentingan hukum Para Teradu;

2) Bahwa materi pengaduan pengadu adalah nebrls in idem, alasannya adalah
Pokok Pengaduan pada poin 1 dan sebagian materi pada point 2 adalah materi
yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas laporan Partai Hanura
dengan nomor perkara : 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Tanggal 06
Agustus 2Ol9 yang dalam amar putusan berbunyi : Da.lam Eksepsi : Menolak
Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonaa : Menolak Permohonan Pemohon
Untuk Seluruhnya.

3) Berdasarkan haf-hal lain dan kenyataan yang dikemukakan oleh Para Teradu
dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum
untuk menyatakan adua:t pengadu tidak dapat diterima (Niet Ontuanklijk
Verklaard);

4) Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aeEto et bono).

2. TET{TANG POKOK ADUAI{ :

1) Bahwa sepanj ang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Para
Teradu, maka eksepsi dan j awaban pokok aduan merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan;

2) Bahwa selanjutnya Para Teradu akan memberikan jawaban yang berkaitan atas
pokok aduan pengadu, ya.kni sebagai berikut :

Pokok Pengaduan Poin I :

Bahwa dalam pokok pengaduan pengadu pada poin I mendalilkan Para Teradu
mengindahkan / tidak menindaklanjuti surat dari beberapa petugas KPPS
terkhusus Desa Salulekbo yang terdiri dari TPS 7,2,3,4,6,8 dan 9 yang meminta
pengajuan Pemungutan Suara Ulang.
Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 372 , Ayat:
1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulaag apabila terj adi Benca::a Alam

dan/ atau kerusuhaa yang mengakibatkan Hasil Pemungutan suara tidak
dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan suara di TPS wajib diulaag apabila dari hasil penelitiarr dan
pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Pembukaan Kotak suara dan/ atau berkas Pemungutan dan Perhitungan
suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

7
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b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskan narna atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah

digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

dan/ atau
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak

tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan, daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 Ayat :

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan

keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.

2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU

Kabupaten/kota untuk pengambilaa keputusan diadakannya Pemungutan

Suara ulang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara da1am

Pemilihan Umum, Pasal 18, Ayat :

1. Pengawasan TPS Memastikan I(PPS melakukan Pemungutan Suara Ulaag

apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaar yang

menyebabkan Pemungutaa Suara Ulang.
2. Ketentuan yang dapat menyebabkaa Pemungutan Suara Ulang sebagai

berikut :

a. Te{adi Bencana Alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan Hasil
Pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak
dapat dilakukan

b. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Perhitungan
suara tidak dilakukan menurut tata cara yarrg ditetapkaa dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;

d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yalg sudah
digu.nakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah; dart

e. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak
tidak terdaftar di daJtar pemilih tetap dan, daftar pemilth tambahan.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dan untuk
menanggapi pengadual pengadu tersebut, maka Para Teradu akan
memaparkan hal-hal yarrg telah dilakukan oleh Para Teradu untuk
memastikaa pengaduan pengadu sama sekali tidak benar. Adapun hal-hal
tersebut adalah :

a. Bahwa Para Teradu menerima Tembusan Surat dari Gabungan KPPS desa
Salulebo dengan kop surat Panitia Pemungutan Suara desa Salulebo
ditujukan kepada ketua PPK dan Ketua Panwascam dan ditembuskan
kepada KPU dan Bawaslu kab. Mamuju Tengah tertanggal 20 April 2019.

lBuktt. PT. 1l;
b. Bahwa Berdasarkan Surat Tersebut, Bawaslu Kab. Mamuju Tengah

menindaklanjuti dengan menjadikan informasi awal selanjutnya Teradu I,
iI, dan lII melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi
tersebut apakah te{ adi dugaan pelanggaran pemilu. selanjutnya

$
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berdasarkan Laporal Hasil Pengawasan PEMILU Bawaslu Kabupaten
Mamuju Tengah dengan Nomor: 06/LHP/PM.O0.Ol /IV 12019 Tertanggal 21

April 2019 yarrg dilaksanakan Teradu III selaku Anggota Bawaslu

Kabupaten Mamuju tengah kordiv pengawasan dengan tujuaa melakukan
Investigasi atas informasi dari tembusall surat Gabungan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Salulebo lBuktt. PT. 2);
c. Bahwa Berdasarkal Tembusan Surat dari Gabungan KPPS desa salulekbo

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Melakukan Investigasi kepada

Pengawas TPS se desa Salulebo pada tangga-1 21 April 2019 di kantor
Bawaslu Kab. Mamuju Tengah. (Buktt. PT. 3f ;

d. Bahwa Berdasarkaa Tembusan Surat dari Gabungal KPPS desa salulekbo
Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Mengundang Ketua dan Angota KPU

Kab. Mamuju Tengah untuk melakukan "Rapat Koordinasi Terbatas"

dengan Nomor Surat : 269.a I K.Bawaslu.SR-04/Und I TV.OO.02 / lV I 2019
pada tanggal 21 April 2019 di Ruang Rapat kantor Bawaslu Kab Mamuju
Tengah. (Buktt. Pr. 4l;

e. Bahwa Berdasarkan Tembusan Surat dari Gabungan KPPS desa salulekbo
Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi
dengan Ketua dan anggota KPU Kab. Mamuju tengah dan Anggota Sentra
Gakkumdu Kab, Mamuju Tengah dari Pihak Kepolisiaa, pada tanggai 21

April 2019, pukul 19.30 Wita di Ruang Rapat kantor Bawaslu Kab. Mamuju
Tengah. (Buktt. PT. 5);

f. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PEMILU Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor : 06/LHP/PM.00.Ol llV /2019
Tertanggal 21 April 2019 oleh Rahmat, S.Kom selaku Anggota Bawaslu
Kabupaten Mamuju tengah dengan tujuan melakukan Investigasi atas
InJormasi dari tembusan surat Gabungaa Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) Desa Salulebo serta setelah dilakukan
investigasi Maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah membuat Berita
Acara Pleno Nomor : 014.a/K.Bawaslu-SR.O4/BA/HK.00.01/IVl2019,
Tentang Berita Acara Pleno Pembahasar Tindak Lanjut I formasi Awal,
Tertanggal 25 April 2019. (Buktl. Pf. 6);

g. Bahwa Berdasarkaa berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kecamatan
Topoyo Koordinator Wilayah Desa Salulekbo atas nama Abd. Hasyim, S.E
tertanggal 22 April 2079 yang menyatakan bahwa monitoring pengawasan
yang telah dilaksanakan Desa Salulekbo telah sesuai dengan prosedur
pelaksanaan pemilihan umum 2019 sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil koordinasi ke PTPS se- Desa
Salulekbo tidal< ditemukan adanya Pengguna C6 yarrg diwakili untuk
menggunakan hak pilihnya, tidak adarya pendampingan yang tidak
melampirkan C3 serta tidak ada peristiwa pengguna Hak pilih yang
menggunakan KTP-EI yang tidak melakukan pencoblosan di TPS terdekat
sesuai dengan alamat pada KTP-Elnya yang dibuktikan dengan C5 (Buktt
Yt.zl;

h. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Topoyo Nomor : 220 /LHP /PM.O0.0O /N 12019 tertanggal
18 April 2019 oleh Hasyim, S.E selaku Ketua Panitia Pengawas Pemiliha.rr
Umum Kecamatan Topoyo dengan Tujuan Memastikan Pemungutar dan
Perhitungan Suara berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, mendalilkan bahwa dari hasil pengawasan dan koordinasi Bersama
Pengawas TPS (PTPS) tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran dan pemilih
tidak ada yang komplain. (Bukt. PT. 8);

9
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i. Bahwa berdasarkaa Laporan Hasil pengawasan pengawas TpS 1,2,3,4,6,g
dan 9 Desa salulekbo tertanggal 17 April 2019 secara umum mendal kan
Bahwa Proses Pemungutan dan perhitunga! suara pada tingkat TpS
7,2,3,4,6,a dan 9 Desa Salulekbo berjalan dengan baik dan tidak satupun
ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi (Buktt, pT. 9);j. Bahwa Berdasarkan Formulir B.15 Laporan dengan nomor register :

Ol8 /LP /PllKab/3O.O6 /lV 12019 atas nama Ismail S sebagai pelapor telah
diputuskan bahwa Laporan yang diajukan tidak memenuhi unsur Dugaan
Pelanggaran Pemilu. (Buktt. pT. 1O);

k. Bahwa Berdasarkan Formulir B. 15 Laporan dengan nomor register :

Ol9/LP/Pl/Kab/30.06/tV/20t9 atas nama Edwin Mandala putra sebagai
Pelapor telah diputuskaa bahwa Laporan yang diajukan tidak memenuhi
unsur Dugaan Pelanggaran pemilu. (Buktt. pI. 1If;

1. Bahwa Berdasarkan Formulir B. 15 Laporan dengan nomor register :

o2o/LP/Pl/Kab/30.06lrv /2019 atas nama yonatan sebagai pelapor terah
diputuskaa bahwa Laporan yang diajukarr tidak memenuhi unsur Dugaan
Pelanggaran Pemilu. (Bukt. pf. 12);

Pokok Pengaduan Poin 2 :

Bahwa dalam pokok pengaduan pengadu pada poin 2 mendalilkan para Teradu
mela-kukar penetapar Rekapitulasi sertifftat DB1 DPRD Tingkat Kabupaten
Mamuju Tengah dengaa menghilangkan 4 jumlah pemilih Daftar pemilih ietap
(DPT) dan menyesuaikan sesuai dengan jumlah surat suara pada TpS 2 Desa
Topoyo (2 pemilih dalam DPT), TpS 1 Desa Mahahe Kecamatan Tobadak (l
pemilih dalam DPT) dan tPS 16 Desa Tobadal< Kecamatan Tobadak (1 pemiiih
dalam DPT) serta adanya keberatan salcsi sebelum adanya penetapan
perolehal suara di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.
Bahwa pengaduan pengadu di atas, para Teradu akan menjelaskan secara rinci
berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh para Teradu sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TpS 2 Desa Topoyo yang di
tuangkan dalam Form A menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan
suara pada tingkat TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara ya_rrg
diguna-kan yang tertera pada C1 plano dengan jumlah pengguna Hak pilih
(BuhI. PT.13l;

b. Bahwa berdasarkan Pengawasan Melekat dan menindallaajuti Laporan
Hasil Pengawasaa (Form A pengawasan) pTpS 02 Desa Topoyo, Kec Topoyo
Sehingga Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM)
Topoyo mengeluarkan Surat rekomendasi perhitungan suara ulang kepada
Ketua PPK Kecamatan Topoyo untuk melakukan perhitungan Surat Suara
Ulang di Tingkat Kecamatan (Buht. pT.14);

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasaa Melekat pengawas pemilu Kecamatan
Topoyo yang di tuangkan dalam Form A pengawasan Nomor :

23o ILHP /PM.o4.04 /rv /2or9 menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi suara
tingkat PPK di Kecamatan Topoyo pada hari Minggu tanggal 27 Apr,l 2019,
terdapat keberatan sal<si dari partai Hanura terkait adanya
ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumrah surat
suara yang digunakan di TpS 2 DesaTopoyo. Da_n berdasarkan Rekomendasi
Panwascam Topoyo telah dilal<ukan perhitungan Surat Suara Ulang pada
rapat Pleno rekapitulasi Kecamatan Topoyo (Buktt. pT. l5l;

d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan para ?eradu yang di
tuangkan dalam model Form A pengawasan Nomor Surat perintah Tulas ,

205/K.Bawas1u.SR-0a/ST/TU.OO.OtlVl2}1g oleh Saudara Rahmat
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menj elaskar penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat
kabupaten dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 mei 2019 pukui 09.00
s/d 01.30 Wita, terdapat Keberatan dari Saksi Partai PKB atas hasii
Rekapitulasi di PPK Kecamatan Topoyo untuk TPS 2 Desa Topoyo karena
adanya perbedaan data jumlah pemilih dengan yartg menggunakaa Hak
Filih Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Dan Persoalan Tersebut sudah
dilakukarr perhitungan suara ulang pada tingkat kecamatan Berdasarkan
Rekomendasi Pehitungaa Surat Suara Ulang Oleh Panwascam Topoyo

(Buktt. Pr. 161;

e. Bahwa berdasarkan laporan hasil Para Teradu yang di tuangkan dalam
model Form A Pengawasan Nomor Surat Perintah T\:gas :

207lK.Bawaslu.SR-04/ST/TU.OO.0llVl21l9 oleh Saudara Rahmat
menj elaskan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan sua-ra tingkat
kabupaten dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 mei 2019 pukul 17.15

Wita s/d Selesai. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita
Acara (BA) penetapan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan formulir
DBl serta salinannya oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta saksi
peserta pemilu, kemudiaa pada pukul 22:28 wita dilanjutkan dengan
penyerahan salinan formulir DB1 Kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten
Mamuju Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi
peserta pemilu (Buhl. PT. 171;

f. Berdasarkaa hasil pengawasan Para Teradu yang dituaagkan dalam Model

Form-A pengawasan dengan Nomor Surat Tugas : 206/K.Bawaslu'SR-
04/ST/TU.00.Ol/V/2019, Tertanggal, 5 Mei 2019, pukul 09'00 s/d 2a.00
Wita, dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah di
Aula Milinea-l Desa Topoyo Kecamatan Topoyo mendalilkan bahwa proses
rekapitulasi tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi partai
kebangkitan bangsa (PKB) atas hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan
Topoyountuk TPS 2 desa Topoyo karena adanya perbedaan data jumlah
pemilih yarrg menggunakan hak pilih untuk pemilihan presiden dan wakil
presiden sampai pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi berjumlah 241
(dua ratus empat puluh satu) pemilih dengan pemilihan DPRD
Kabupaten/Kota yang berjumlah 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan)
pemilih. Kemudian juga keberatan dari saksi partai goikar atas hasil
rekapitulasi PPK kecamatan Tobadak untuk TPS 3 batu Parigi, pada saat
tingkat rekapitulasi di tingkat PPK, saksi partai golkar mengajukan
keberatan atas selisih data pemilih dengan data pengguna hak pilih darr
meminta PPK untuk membuka Cl plano, kemudian dila-kukarr
penghitungan ulaag surat suara, setelah penghitungan ulang surat suara
masih selisih saksi partai golkar meminta PPK untuk membuka C7 (daftar
hadir) tetapi PPK Tobadal< tidak bersedia memenuhi permintaan saksi
partai golkar untuk membuka C7, Sehingga tidal keberatan terkait TPS 1

desa Mahahe dan TPS 16 Desa Tobadak Kec. Tobadak (Buktl. PT. 18);
g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam

Form A Pengawasan, Nomor : 03/LHP/PM.04.03lIV /2019 oleh Saudari
Sunarsih selaku Pengawas TPS 01 Desa Mahahe Kec. Tobadak, pada
Tanggal 17 April 2019 pada pukul 06.70 s/d 13.00 yang bertujuan
memastikan jalannya Pemungutan Suara Pada Tahaparr Pemungutan dan
Perhitungaa Suara di TPS 01 Desa Mahahe yang mendalilkan tidak
ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 01
dan pemilih, serta tidak ada pihak yang keberataa dal saksi-saksi yang



menyaksikan proses pemungutan suara sampai proses perhitungan suara
selesai (Buktl. PT. 19f ;

h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkal dalam
Form A Pengawasan, Nomor : 05/LHP/PM.04.O4 llV /2019 oleh Saudari
Maglirah selaku Pengawas TPS 16 Desa Tobadak Kec. Tobadak, pada
Tanggal 17 April 2019 pada pukut 06.70 s/d 13.00 yang bertujuan
memastikan jalannya Pemungutan Suara Pada Tahapan Pemungutan dan
Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Mahahe yang mendalilkan tidak
ditemukan dugaaa pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 01

dan pemilih, serta tidak ada pihak yang keberatan dan saksi-saksi yarrg

menyaksikan proses pemungutan suara sampai proses perhitungan suara
selesai (Buktl. PT. 20);

i. Bahwa Berdasarkaa Tembusan Surat dari DPC Partai Hati Nurani rakyat
Nomor : 017/B-DPC-MATENG/IV/2019, tertanggal 24 Apil 2019 Tentang
pengusulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait selisih jumlah surat
sua-ra y€rng digu.nakan dengan jumlah pengguna hak pilih pada tps 2 desa
topoyo ,Bawaslu Kab. Mamuju Tengah menindaklanjuti dengan Laporan
Hasil Pengawasan PEMILU Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan
Nomor :08/LHP/PM.00.01/IV 12079 Tertanggal 25 April 2019 oleh Rahmat,
S.Kom selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan tujuan
mela-kukan Investigasi atas Informasi dari tembusan surat DPC Partai Hati
Nurani Rakyat Kab. Mamuju Tengah (Buktl. Pt. 21f;

j. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PEMILU Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor :08/LHP/PM.00.01/lvl2019
Tertanggal 25 April 20 19 oleh Rahmat, S.Kom selaku Anggota Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah dengan tujuan melakukarr Investigasi atas
Informasi dari tembusan surat dari DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kab.
Mamuju Tengah serta setelah dilakukan invesLigasi Maka Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah membuat Berita Acara Pleno Nomor :

014.b/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019, Tentang Berita Acara
Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal, Tertanggal 25 April 2019
(Bu[<tt. PI. 22);

k. Bahwa berdasarkan berita acara klarilikasi atas nama Musfirah Wahid
selaku pengawas TPS 2 Topoyo tertanggal 25 April 2019 mendalilkaa bahwa
pada waktu penghitungan suara ditingkat TPS, jumlah surat suara yang
tercoblos adalah 228 sedangkan jumlah surat suara pada C.1 Plano adalah
berjumlah 230 (Buktt. PT. 231;

l. Bahwa Para Teradu Mendalilkan laporan yang dilaporkan oleh Basri
Rahman dengan nomor register : O23 /LP /PLlKab 130.06lIV 12019
sebagaimana Terlapor dalam ha1 ini KPPS TPS 2 Desa Topoyo terbukti
memenuhi unsure dugaaan Pelanggaral Kode Etik Penyelenggara yang
kemudian dituangkan kedalam Form E}.15 (Buktt. PI. 24|;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta diatas, para teradu telah menirdaklanjuti
seluruh laporan dan temuaa sebagaimaaa yang didalitkan pengadu, sehingga
anggapar bahwa para teradu melakukaa pembiararr adalah tidak benar dan
mengada - ada.
Bahwa materi dalil pokok pengaduaa pengadu pada poin I sebagian pada poin
2 telah diajukan, diperiksa dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan
Nomor Perkar a t 38-L3-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Tanggal 06 Agustus
2019 dengan amar putusan berbunyi : Dalam Ekeepsl : Menolak Eksepsi
Termohon. Datram Pokok Permohonan :Menolak permohonan pemohon untuk

*
L2



seluruhnya. Dengan demikian permasalahal yang jadikan pokok pengaduan
pengadu pada poin 2 sejatinya telah diseiesaikaa dan ditindaklanjuti sehingga
menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon tidak beralasal menurut
hukum (Buktt. PT.25l.
Bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi menyimpulkan :

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana Mahkamah
berkesimpulan :

1. Mahkamah berwenaag mengadili permohonaa a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan a qto;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkaa Undaag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

AMAR PUTUSAN
Mengadlll,
Dalam Eksepsl :

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Bahwa dalil pokok pengaduan pengadu poin 2 sebagaimana telah diputuskan
oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai putusan akhir dan
mengikat sebagai mana Amar Putusan yang telah disampaikan oleh Para Teradu
di atas, mal<a tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum jika Pengadu
mengadukan Para Teradu telah melakukan Pela-nggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu.

[2.5.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU w S.D TERADU Vrr
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu IV s.d Teradu VII menyamparkan jawaban
lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
Bahwa Teradu VIII (Galuh Prihandini) tidak memberikan jawaban bersama-sama
dengan Para Teradu dikarenakan yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan
Pemberhentian anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebelum pengajuarr j awaban
ini. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Komisi pemilihar Umum Republik Indonesia*
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Nomor: 1361/SDM.13.3-Kpt /05 /WU llx/2019 Tanggal 20 September 2019 tentang

Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi

Sulawesi Barat Periode 2Ol8-2O23.
1. TEI|TNTG EKSEPSI:

1) Bahwa Para Teradu menyataka! menola-k seluruh materi aduan pengadu'

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta

tidak merugikan kepentingan hukum Para Teradu;
2) Bahwa materi pengaduan Pengadu adalah kabur (abscuur libel) yang mana

pihak yang diadukan Pengadu terdiri dari Ketua dal Anggota Bawaslu

Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu I dan II) serta Ketua dan Anggota

kabupaten KPU Mamuju Tengah (Teradu III, IV, V, VI dan VII)' dimana dikedua

institusi penyelenggara Pemilu tersebut masing-masing mempunyai tugas yang

berbeda.
Bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas dengan membaca, mencermati dan

menelaahkronologisaduanyarrgdiuraikanolehPengadu,ParaTeradutidak
menemukan uraian dalam dalil pengadan Pengadu peran masing-masing dua

institusi tersebut yang dianggap telah melakuan pelanggaran Kode Etik yang

dilakukan oleh Para Teradu. oleh karena itu hemat Para Teradu terhadap

kronologis Pengadu adalah alur cerita yang hanya mengungkap peran antara

Pengadu dengan para saksi yang diajukan oleh Pengadu;

3) Batr-wa sebagaian materi pengaduan Pengadu adalah nebis in idem alasannya

adalah Pokok Pengaduan poin 2 Pengadu adalah materi yang telah pernah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas laporaa da:i Partai Hanura dengan

nomor perkara: 38- 1 3-28 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/ 20 19 Tanggal 6 Agustus 20 19

dengan amar putusan berbunyi: Delam EkiePsl: Menolak eksepsi Termohon'

Dalam Pokok Permohoaan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4) Bahwa Pengaduan Pengadu adalah Daluarsa, alasannya adalah materi

pengaduan Pengadu adalah masalah yang telah diselesaikan sesuai mekanisme

dan bertingkat, mulai dafi tindak laajut rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Mamuju Tengah yang telah dilakukan oleh Para Teradu, Perkaranya juga telah

pernahdiputuskanolehBawasluProvinsiSulawesiBaratdenganputusan
Pengaduaa Tidak Terbukti serta, materi aduan juga telah dilakukan

pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu

dengan Putusan Rehabilitasi serta juga telah pernah diqlukan dalam sidang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan yang telah Para Teradu sampaikan

pada poin 3 (tiga) tersebut diatas;

5) Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Para Teradu dalam

bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk

menyatakan aduan pengadu tidak dapat diterima (Niet ontvanklijk verklaard);

6) Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka:

2. TENTANGPOKOKADUAN:
1) Bahwa sepanj ang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingar Para

Teradu, maka eksepsi dan j awaban pokok aduan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan;
2) Bahwa adapun pokok-pokok pengaduan Pengadu adalah sebagai berikut: *
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Pokok Pengaduan Pertama:
Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu mendalilkan mengindahkan/tidak
menindak lanjuti surat dari beberapa petugas KPPS terkhusus Desa Salu Lekbo
yang terdiri dari TPS t,2,3,4,6,8, dal 9 yang meminta Pengajuan Pemungutan
Suara Ulang (PSU).

Pokok Pengaduan Kedua:
Bahwa dalam pokok pengaduar Pengadu mendalilkan melakukan Penetapan
Rekapitulasi sertifikat DB 1 DPRD Kab daerah Pemilihan 1 Mamuju Tengah
Mamuju Tingkat Kabupaten dengan Menghilangkan 4 jumlah pemilih
dikategorikan da-lam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menyesuaikan sesuai
dengan jumlah surat suara yang terdiri dari Kec.Topoyo Desa Topoyo TPS 2 (2

pemilih dalam DPT), Kec.Tobadak Desa Mahahe TPS 1 (1 pemilih dalam
DPT),dan Desa Tobadak TPS 16 (1 pemilih dalam DPT), serta adanya
pernyataan keberatan Saksi (Model DA2-KPU) pada saat Sebelum adanya
penetapan di tingkat Kabupaten.

3) Bahwa selanjutnya dari pokok-pokok pengaduaa Pengadu tersebut, maka Para
Teradu a-kan memberikan jawaban sebagai berikut:

Pokok pengaduan Pertama:
Bahwa sebelum Para Teradu menanggapi pengaduan pengadu tentang adanya
surat dari beberapa petugas KPPS terkhusus Desa Salu Lekbo yang terdiri dari
TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9 yang meminta Pengajuan Pemungutan Suara Ulang
(PSU), terlebih dahulu Para Teradu menyampaikan tahapan dan mekanisme
Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dimana dalam Pasal 66 berbunyi:
(1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkaa

keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ularrg.
(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK darr selanjutnya diajukan kepada

KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk pengafirbilan keputusaa.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas sehubungan dengan adanya surat
dari beberapa petugas KPPS terkhusus Desa Sa.lu Lekbo yarrg terdiri dari TPS
1,2,3,4,6,8, dan 9 yang meminta Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU),
Para Teradu menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa surat Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimaksudkan

oleh Pengadu tertanggal 20 April 2019 ditanda tangani oleh gabungan KPPS
dari Desa SaIu Lekbo adalah cacat adminstrasi. Dimana bertentangaa
dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Da-lam Pemilihan Umum dalam Pasal 66 pada Ayat (1) menyatakan
"Pemungutan Suara ulang dlusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkaa diadakannya Pemungutan Suara ulang".
Bahwa surat dimaksud ditaadatangani oleh gabungan KppS, yakni
perwakilan masing-masing TPS yang ada di Desa Salu Lekbo, sementa_ra
bunyi Pasal 66 ayat (1) tersebut diatas sangat jelas dlusulk an oleh X?,pS.
Apa yang dimaksud KPPS, KPPS sebagimana dalam pasal 59 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20 17 Tentang pemilihan Umum
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berbunyi: Da-lam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: ayat 12

berbunyi:
(12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan
Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
Bahwa memalnai bunyi ayat dari pasal tersebut diatas, menurut hemat Para
Teradu surat Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibuat oleh KPPS
untuk satu TPS tertentu dengan ditandatangani oleh ke tujuh anggota KPPS

dimaksud bukan ditanda tangani oleh perwakilan setiap TPS;

2. Bahwa surat Pengajuar Pemungutan Suara Ulang (PSU) yarrg dimaksudkan
oleh Pengadu tertanggal 20 April 2019 ditanda tangani oleh gabungan KPPS

dari Desa Salu Lekbo adalah cacat procedural. Dimana bertentangan dengan
PKPU No. 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum tentang dalam Pasal 66 pada Ayat (2) menyatakan: "Usul
KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya dlaJukan kepada KPU/ KIP
Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan".
Bahwa kenyataannya surat Pengajuan Pemungutan Suara l.Ilang (PSU)

ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu I dan Teradu
II) yang tembusannya disampaikan kepada Para Teradu dan sampai pada
saat tenggang wa-ktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berakhir
Teradu I dan Teradu II tida-k pernah mengajukan usul KPPS Desa Salu Lekbo
kepada Para Teradu.
Bahwa selanjutnya yang terpenting dalam proses Pengajuan Pemungutaa
Suara Ulang (PSU) berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 65 Ayat
(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabiia dari hagll penelltlal dan
pemerlLsaan Pengawa! TPS terbukti terdapat keadaal sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungaa

Suara tidak dilakukan menurut tata cara yarlg ditetapkan da_lam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,
menandatangani, atau menuliskal nama atau, alamat pada surat suara
yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan
oleh Pemilih sehingga surat sua-ra tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-e1 dan tidak terdaftar di DPT dan DP{b.
Bahwa terhadap adanya surat pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
tersebut, hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagaimana
tersebut diatas tidak pernah diterima oleh Para Teradu sampai batas
waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulaag (PSU) berakhir.

3. Bahwa walaupun Para Teradu hanya menerima tembusan surat Pengajuan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, Para Teradu melakukan tanggapan
dengan mengundang Ketua darr Anggota PPS Salu Lekbo, Ketua KppS TpS 1

Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 2 Salu Lekbo, Ketua KPPS TpS 3 Salu Lekbo,
Ketua KPPS TPS 4 Salu l,ekbo, Ketua KPPS TPS 6 Salu Lekbo, Ketua KppS
TPS 8 Salu l,ekbo dan Ketua KPPS TPS 9 Salu Lekbo berdasarkan Surat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: lS3/pL.01.7-
SD/7606/KPU-Kab llV /2Ot9 perihal Undangan, n€rmun para pihak yang
diundang oleh Para Teradu tidak ada yang hadir. Selanjutnya para Teradu
kembali melayangkan surat Nomor: tS8/PL.O 1.7-SD 17606/KpU-
Kab /lV /2019 Tanggal 23 April 20 19 perihal Pemanggilan Ke-Dua, namun
yang hadir hanya dua orang yang memenuhi panggilan dan setelah dimintai
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keterangan terkait surat Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut

mereka menjaw ab " ttdak tahu nrlnahu dengan surat tersebut'

Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Para Teradu sangat narf dan sangat

mengada-ada jika surat yang cacat administrasi' cacat prosedur serta

bertentangan dengal peraturan perundang-undangan yarrg berlaku dijadikart

alasan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu'

Pokok Pengaduan Kedua.

Bahwa dal pokok pengaduan kedua yang didalilkan oleh Pengadu maka dapat

diklasifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1 . melakukan Penetapan Rekapitulasi sertifikat DB 1 DPRD Kab daerah

Pemitihan 1 Mamuju Tengah Mamuju Tingkat Kabupaten dengan

menghilangkan 4 jumtah p"*itih dikategorikan dalam Daftar Pemilih Tetap

pPfJ dan menyesuaikan sesuai dengan jumlah surat suara yang terdiri

dari:
- Kec.Topoyo Desa Topoyo TPS 2 (2 pemilih dalam DPT)'

.Kec.TobadakDesaMahaheTPSl(lpemilihdalamDPT),danDesa
Tobadak TPS 16 (1 pemilih dalam DPT), serta'

2. adanya pernyataan keberatan Saksi (Model DA2-KPU) pada saat sebelum

adanya penetapan di tingkat Kabupaten'

Bahwa dari kedua permasaltan tersebut, maka Para Teradu akarr memberikan

tanggapan dan jawaban sebagai berikut:
t. i".r1ut g hilangrr.ya 2 (dua) pemilih pada TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan

Topoyo.
Bahwa hilangrrya 2 pemilih pada TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo

bermula ketika pada saat pelalsalaan pemungutan suara tersebut

diketemukan adanya kekurangan kertas suara untuk pemilihan DPRD

Kabupaten. Hal tersebut diluar dugaan Para Teradu karena pada saat

distrilusi logostik dilakukan Para Teradu telah melakukan tata cara dan

mekanisme yang dip ersyaratkan ya-kni:

- Bahwa sebelum pengepakan Para Teradu telah melakukan perhitungan

sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% untuk setiap TPS;

- Bahwa selanjutnya Para Teradu melakukan penyerahan kepada PPK

Kecamatan Topoyo yang diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Topoyo atas

namaFendriberdasarkanBeritaAcaJaTanggal14April2019dengan
jumiah surat suara pemilihan DPRD Kabupaten = 19'970 Lembar'

- Bahwa selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Topoyo meiakukaa

penyerahan kepada PPS Desa Topoyo yang diterima oleh Ketua PPS Desa

Topoyo atas nama Ilham berdasarkan Berita Acara Tanggal 15 April 2019

dengan jumlah surat suara pemilihaa DPRD Kabupaten = 4'782 Lembar'

- Bahwa selanjutnya Ketua PPS Desa Topoyo melakukan penyerahan

kepada Ketua KPPS TPS 2 Desa Topoyo yang diterima oleh Ketua KPPS

TPS2DesaTopoyoatasnamaSyamsuriadiS.berdasarkanBeritaAcara
Tanggal 16 April 2019 dengan jumlah surat suara pemilihan DPRD

Kabupaten = 264 Lembet.
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20'19 Tentang Pemungutal dart

penghitungan suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 33 Ayat (1) berbunyi: " Dalam

melaksanakan agenda rapat Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 32, ketuo KPPS!' huruf b berbunyi: " membuka perlengkapan Pemungutan
dan Penghifingan Suora dengan ketenhtan!.' poin 1 berbunyi: " membuka kotak
suaro., mengeluarkan selunth isi kotak suara di atos meja secara tertib dan
teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dolatmen dan
peralatan, serta memeriksa sampul gang beri.si S.;;ot Suora untuk masing-masing
jenb Pemilu gang mo,sih dalam keadaan diseget' selanjutnya poin 4 berbunyi:
" menghifing dan memeiksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara
cadangan sebangak 2% (dua persen) dai jumlah Pemitih Aa/Lg tercantum dalam
DPT untuk masingmasing jenis Pemilu, dan memastikan kesesuaian dengan
Dapi(
Bahwa ketentuan tersebut tidal dilaksanakan oieh Ketua KPPS TPS 2 Desa
Topoyo dalam arti tidak melakuan perhitungan jumlah surat suara, sehingga
kekurangan kertas suara diketemukan ketika pelaksanaal pencoblosan telah
berlangsung,
Bahwa akibat dari kurangnya kertas suara untuk jenis pemilihan DPRD
Kabupaten pada TPS 2 Desa Topoyo tersebut mengakibatkan adanya selisih
perolehan suara untuk DPRD Kabupaten dan hal tersebut mengakibatkan
permasalahan tersebut telah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dengan Nomor Perkara 38- 13-28/ PHPU.DPR-DPRD-XVIIl2019
Tanggal 6 Agustus 2019 dengan amar putusan berbunyi: Dalam Eksepsl:
Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
Bahwa perkara tersebut diajukan atas nama Partai Hanura dan Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah
sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon.
Untuk j elasnya Para Teradu alcan menggtip pertimbangan hukum Majelis
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;
Dalam Pokok Permohonaa

Dapll MamuJu Tengah 1 DPRD Kabupaten Mamqlu Tengah

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tetah te{adi pelanggaran
administratif pemilu di Dapil Mamuju Tengah 1 untuk pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten berupa adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih aatara Berita
Acara PPK Kecamatan Topoyo dengan jumlah surat suara yang digunakan
berdasarkan Formulir Cl milik Pemohon. Di mana dalam Berita Acara PPK Kec.
Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor: 014/BA/PPK-TPY/N /2019 lide bukti P-21
jumlah pengguna hak pilih adalah sebany ak 241 pemilih. Setelah dilakukan
penghitungan suara ulang, surat suara yang digunakan adalah sebanyak 239
sesuai dengan formulir C 1 . Atas kejadian tersebut, Pemohon mengajukan
keberatan dan meminta untuk dilakukan Pehungutan Suara Ulang di Daerah
Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2, P-3A, P-3B, dalr p-3C serta salsi yang
bernama Basri Rahman dan Agustinus Abe (keteralgan saksi selengkapnya
termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan
menyatakarr bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena menurut
Termohon, adanya selisih penggu.na DPT sebanyak 2 (dua) pemilih tersebut
dikarenakan terdapat pemilih yang memang hanya mendapatkan 4 (empat)
surat suara. Ha] demikian terjadi karena pemilih tersebut tidak memiliki pilihan
dalam pemilihan DPRD Kab/Kota maka pemilih tersebut tidak keberatan hanya
mendapatkan 4 surat suara. Selain itu, Termohon juga menyatakan tidak benar

dP
18



bahwa setelah proses rekapituiasi di tingkat Kabupaten' Pemohon mengajukan

pernyataaan keberatan di dalam Model DB2 KPU;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya' Termohon mengajukan alat

bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T OO2-MAMUJU TENGAH 1-

HANURA-38.13-23, T.OO;.MAMUJU TENGAH 1-HANURA'38-13'28' T'OO8-

MAMUJU TENGAH 1- HANURA-38 -13-28, T.OOg'MAMUJU TENGAH 1-HANURA'

38-13-28,danT.010-MAMUJUTENGAHl-HANURA-38-13-23sertasaksiya:rg
bernama Fendri dan Ahmad Murodi (keterangan saksi selengkapnya ternuat

dalam bagian duduk Perkara);
Bahwa terhad.p aafii Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan telah

menerima laporan yang kemudian diregistrasi dengaa Nomor:

O2glLP/PL/KablgO.O6lNl2}l9 pada taaggal 25 Aprit 2019 dengan pelapor

atas nama Basri Rahman yang berisi keberatan Partai Hanura terhadap adalya

ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara

yang digunakan di TPS 2 O""a topoyo' Selanjutnya pelapor meminta untuk

dilakukannya Pemungutan Suara Ulang [vide bukti PK'29 5-04] Berdasarkan

laporan hasit Kajian Bawaslu Mamuju Tengah telah terbukti KPPS TPS 2 Desa

fopoyo secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik

Pemilu karena tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum

meiaksanakan pemungut; suara dan tidak meiakukan konfirmasi kepada PPK

Topoyo mengenai kekuraagan surat suara [vide bukti PK 29'5-06];

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat

bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 29'5-04 sampai dengan PK'29 5-

06;[3.10]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah lnencermati dan mempelajari secara

saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu ' saksi dart

bukti yang di{ukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan'

Mahkamah menemukan fakta bahwa pada tanggal 19 April 2019' Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo menerbitka-n surat nomor:

223lK.PANWCASLUCAM.TPY/TUoo.01/IV/20lgPerihalRekomendasi
PenghitungaasuaraUlang[videbuktiT'oo4-MAMUJUTENGAH1-HANURA-38-
ts_ig]. eerdasarkal rekomendasi tersebut, ppK Kecamatan Topoyo melakukan
penghitungan suara lJlang dan menghasilkan jumlah suara sah sebanyak 228

suara dan suara tidak sah sebaayak 11 suara, sehingga jumlah surat suara

yang digunakan sebanyak 239 suara sebagaimaaa tercantum dalam Berita

Acara Nomor: 015/BA/PPK-TPYlLVl2o19 tertalggal 24 Apnl 2019 lvide bukti

T.ooS-MAMUJUTENGAHl.HANUR.A.38-13-28].Atashasiltersebut,saksi
Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Formulir Model c7 DPT

TPS 02 Desa Topoyo, jumlah pengguna hak pilih sebaayak 241 orang [vide bukti

P-38 = T.003- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-281' Berdasarkan

keterangan Termohon dan Bawaslu tanggal 16 dan 29 Juli 2019 telah terungkap

dalam persidangan bahwa selisih 2 (dua) pemilih tersebut dikarenakan terdapat

pemilih yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan DPRD

Kabupaten/Kota karena hanya mendapat 4 (empat) surat suara dan pemilih

yang bersangtcutal tidak keberatai sebagaimala surat penyataan atas flama

Slamet Prayogo [vide bukti T.OO9- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-281'

Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa Fomulir Model c 1 Plano serta

Formulir Model C 1 TPS 2 Desa Topoyo baik yang diqiukan oleh Pemohon

maupun Termohon [vide bukti P-I1 = T.003- MAMUJU TENGAH l-HANURA-38-

13-28 = bukti Pl-11 dan T.013-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-281, telah
nyata bahwa jumlah suara sah ada.lah sama yaitu sebanyak 239 suara; Selain
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itu, terhadap permasa.lahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah teiah

melakukan kajian dan memutuskan bahwa tedadi pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Topoyo karena tidak menghitung ulang surat

suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara' dan tidak

s"gera melakukan koordinasi ke PPK Topoyo untuk mengatasinya sebagaimana

surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah kepada KPU Kabupaten Mamuju

Tengah [vide bukti PK.2g.5-211. Dengan demikian permasalahan yang didalilkan

oleh Pemohon

67 tersebut sejatinya telah disetesaikan, sehingga menurut Mahkamah' dalil

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

KONITI.'USI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimPulan:

[a.1] Mahkama]r berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a

Eto;

[4.3] Permohonaa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

peraturan Perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan ftenurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan rnenunrt hukum'

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi'

sebagaima:ra telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 1

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara 70 Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun20OgNomorl5T,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan UndangUndang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor i82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6i09).

AMAR PUTUSAN

Mengadlll,

Dalam Eksepel:

Menolak eksepsi Termohon.

Datrarn Pokok Permohoaen:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena permasalahan yang diadukaa oleh Pengadu telah

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai putusan akhir dan mengikat

sebagai mana amar putusan yarrg telah disampaikan oleh Para Teradu diatas,
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maka tidak ada alasafl yang dibenarkan oleh hukum jika Pengadu mengadukan

Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2. Tentang hilangnya I (satu) pemilih pada TPS 1 Desa Mahahe Kecamatan Tobadak.
Bahwa hilangnya 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa Mahahe bukan

dikarenakan kurangrrya kertas suara melainkan adanya salah satu pemilih yang
sengaja tidak mendapatkan kertas suara pada jenis pemilihan DPRD kabupaten
dkarenakan yang bersangkutaa tidak mempunyai pilihan. Hal tersebut telah
diperkuat dengan surat pernyataan.
Bahwa materi pengaduan ini juga telah menjadi obyek pemeriksaan pada perkara
yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 38-13-
28l PHPU.DPR-DPRD-XVII/ 20 19 Tanggal 6 Agustus 20 19.

3. Tentang hilangrr.ya 1 (satu) pemilih pada TPS 16 Desa Tobadak Kecamatan
Tobadak.
Bahwa materi pengaduan ini juga telah menjadi obyek pemeriksaan pada perkara
yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 38-13-
28l PHPU. DPR-DPRD-XVII/ 20 I 9 Tanggal 6 Agustus 20 1 9.

4. Tentang adalya pernyataan keberataa Saksi (Modei DA2-KPU) pada saat sebelum
adanya penetapan di tingkat Kabupaten.
Bahwa adanya keberatan saksi pada saat sebelum adanya penetapan ditingkat
Kabupaten ada-1ah benar, tetapi bukan berarti dengan adanya keberatan tersebut
Para Teradu dengan serta merta tidak melanjutkan penetapan. Mekanisme
tersebut telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
lndonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan
Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:
(1) Saksi dal/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat mengajukan keberatan

terhadap prosedur dal/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat ha1 yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/ atau Bawaslu kabupaten/kota,
KPU/ KIP Kabupaten/ Kota wajib menjelaskan prosedur dan/ atau mencocokkan
selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dengan formulir Model
DAl.Plano-PPWP, Model DA1.plano-DpR, Model DAl.plano-DpD, Model
DAl.Piano DPRD Provinsi, Model DAl.plano-DpRD Kab/Kota.

(3) Dalam hal keberatan yang diqjukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Kpu/KIp Kabupaten/Kota
seketika melakukan pembetulan.

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
mencoret angka yang sa]ah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir
Model DA1-PPWP, Model DA1-DpR, Model DAr-DpD, Model DA1-DPRD provinsi,
dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus
dalam formulir Modet DB2-KpU.

(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota da,' saksi yang hadir membubuhkan paraf
pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/ Kota meminta pendapat dan rekomendasi
Bawaslu Kabupaten/ Kota yang hadir.

(7)KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dima-ksud pada ayat (6)
sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasii penghitungan perolehaa Suara yang
telah ditetapkan. 
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(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
perolehan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota rnencatat sebagai kejadian khusus

pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi'
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi'

menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi

catatan Bawaslu KabuPaten/ Kota.

(10) KpU/KIp Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-

KPU.
(11) KpU/KIp Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil

rekapitulasi.
(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto

atau video.
Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Teradu adalah telah sesuai dengan

mekanisme dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Pengadu sangat

keliru jika apa yang dilakukan oleh Para Teradu dianggap melanggar Kode Etik.

Bahwa materi pengaduan ini juga telah menjadi obyek pemeriksaan pada perkara

yang telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik

Indonesia dengan Nomor Perkara: l48-PKE-DKPP lVIl2019 yang mana putusannya

menyatakan: Rehabilitasi.

[2.6] PEIITUM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu mernohon kepada Majelis Sidang DKPP yang

memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai

berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara

pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pernilihan Umum berpendapat lain,

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4 BrrKTr PARA TERADU

l2.7.ll BTTKTI TTRADU r S.D TERADU m
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I s.d Teradu III

mengajukan alat bukti berupaTl-1 s.d Tl-23, sebagai berikrrt: ,*tWffi
1. T1-1 Foto Copy Tembusan Surat dari Gabungan KPPS Desa Salulebo

2. Tl-2 Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan PEMILU Bawaslu Kabupaten

Mamuju Tengah dengan Nomor : 06ILHP/PM.OO.Olllv 12019
Tertanggal 21 APril 20L9

3. T1-3 Foto Melakukan Investigasi kepada Pengawas TPS se-Desa Salulebo
pada tanggal 21 April 2OL9 di kantor Bawaslu Kab. Mamuju Tengah

4. Tl-4 Foto Copy Nomor surat : 269.a/K.Bawaslu.SR-
O4/Und/TU.OO.O2|IVl20L9 tertanggal 22 Aprt1,2Ol9 di Ruaag RapP.
kantor Bawaslu Kab. Mamuju Tengatr Perihal Undangan n*6it

,.d
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5. T1-5

6. T1-6

Foto copy Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan Topoyo Nomor : 22O|LHP/PM.O0.00/IV/2019
tertanggal 18 April 2019 oleh Hasyim, S.E selaku Ketua Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo

Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1'2,3,4,6,8 dan 9

Desa Salulekbo tertanggal 17 April 2019
Foto Copy Formulir B.15 Laporafl dengan nomor register :

o 18 / LP / A I Kab / 30.06 I N / 2Ot9
Foto Copy Formulir B. 15 Laporan dengan nomor register :

o t9 I LP / Pt / Kab / 30.06 I tv / 20 19

Foto Copy Formulir B. 15 Laporan dengan nomor register :

o2o / LP / A I Kab / 30.06 I N I 20 19

Foto Copy l,aporan Hasil pengawasan pengawas TPS 2 Desa Topoyo

Foto Copy Surat rekomendasi perhitungan suara ulang kepada Ketua

PPK Kecamatan Topoyo untuk melakukaa Perhitungan Surat Suara

Ulang di Tingkat Kecamatan
Foto Copy Laporan Hasil pengawasan Melekat pengawas pemilu

Kecamatan Topoyo Nomor : 230 ILHP 1PM.04.04 /lV l2Ol9
Foto Copy laporan hasil pengawasan Para Teradu Nomor Surat
Perintah T\rgas : 205 / K. Bawaslu. SR-04 / ST/TU. 00. 0 1 / V/ 20 1 9

Foto Copy Laporaa hasil pengawasan Para Teradu Nomor Surat
Perintah T\rgas : 207 / K. Bawaslu. SR-04 / ST/TU .OO'O I I V I 20 19

Foto Copy hasil pengawasal Para Teradu yang dituangkan dalam
Model Form-A pengawasan dengan Nomor Surat 1\gas :

206 / K.Bawaslu. SR-O4 / ST/TU .OO.0 1 / Y I 20 19, Tertanggal, 5 Mei 20 1 9

Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Form A
Pengawasan, Nomor : O3/LHP/PM.04.03 /IV 12019 oleh Saudari
Sunarsih selaku Pengawas TPS 01 Desa Mahahe Kec. Tobadak, pada

Tartggal 17 April 2019
Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan yallg dituangkan dalam Form A
Pengawasan, Nomor : OS/LHP/PM.O4.O4lIV /2019 oleh Saudari
Magfirah selaku Pengawas TPS 16 Desa Tobadak Kec. Tobadak, pada
Tanggal 17 Aprn2ol9
Foto Copy Laporan Hasil Pengawasaa PEMILU Bawaslu Kabupaten
Mamuju Tengah dengan Nomor :08/LHP/PM.0O.Ol IIV l2Ol9
Tertanggal 25 Aprit 2019
Foto Copy Berita Acara Pleno Nomor : 014.b/ K.Bawaslu-
SR.04/BA/HK.00.01/lV/2019, Tentang Berita Acara Pleno
Pembahasaa Tindak Lanjut Informasi Awal, Tertaaggal 25 April 2019
Foto Copy Berita Acara Klarifikasi atas nama Musfirah Wahid
tertanggal 25 Aprn2OB C'

7

8

TL-7

T1-8

9. T1-9

11. T1-11

10. T1-10

12. Tl-12

13.

14.

16. T1-16

17. Tt-t7

21. Tt-21

18. T1-18

19. T1-19

20. T1-20

22. T1-22

23. Tr-23

23

Koordinasi Terbatas

Foto Copy Nomor Surat : 269.a/K.Bawaslu.SR-
O4lUnd/TU.OO.O2/lV/2019 tertanggal 22 Apnl 2019 di Ruang Rapat

kantor Bawaslu Kab. Mamuju Tengah Perihal Undangan Rapat

Koordinasi Terbatas
Berita Acara Pleno Nomor : Ol4 .alK.Bawaslu-

SR.O4/BA/HK.OO.O 1/lV/ 2019, Tentang Berita Acara Pleno

Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awa1, Tertanggal 25 April 2019

Berita Acara Klarifikasi Abd. Hasyim tertaaggal 22 april2Ol9

T1-13

T1-14

15. T1-15



12.7.21BUKTI TERADU rV S.D TERADU VII
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu IV s.d Teradu VII

mengajukan alat bukti berupa TII-1 s.d TII-9, sebagai berikut:

24. TL-24

25. T1-25

1. TII- 1

2, TIT-2

3. Tir-3

4, TII-4

5. TII-5

6, TII-6

TII-7

TIi-8

TII-9

Foto Copy Formulir B.15 Laporan dengan nomor register :

o23 I LP I PL I r<ab I 30.06 I Iv I 20 Le

Foto Copy Putusan Mahkanrah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 38-

13-28/PHPU.DPR-DPRD-XUI l2Ol9 Tanggal O6 Agustus 2019

Foto Copy Surat KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 153/PL.01.7-
SD I 7 606 I KPU-Kab / lV I 20 1 9 tanggal 22 Aprtl 20 19 perihal Undangarr;

Foto Copy Surat KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 158/PL.01.7-
SD 17606 IKPU-Kab/ IV l2ol9 tanggal 23 April 2Ol9 perihal

Pemanggilan Kedua;
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilu Tahun 20L9
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 14 April
2OL9 dari KPU Kabupaten Mamuju Tengah Kepada PPK Kecamatan

Topoyo;
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilu Tahun 2Ol9
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 15 April
2OL9 dari PPK Kecamatan Topoyo kepada PPS Desa Topoyo;

Fotocopy Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilu Tahun 2Ol9
Provinsi Sulawesi tsarat Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 15 April
2OL9 dari PPS Desa Topoyo kepada Ketua KPPS TPS 2 Topoyo;

Fotocopy Kutipan Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor

perkara 38-13-28IPHPU.DPR-DPRD/XVIII2OL9 tanggal 6 Agustus
2019
Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Slamet Prayogo;

Fotocopy C Plano Hologram

Fotocopy Kutipan Putusan Nomor l48-PKE-DKPP |VL12019

7

8

9

[2.8] SAI(sr TERADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pernbelaannya, para Teradu rnengajukan

saksi,
1. Musfira Wahtd

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
pada Rekapitulasi ting[at Kecamatan Topoyo terdapat selisih surat suara DPRD dan
telah dilakukan penghitungan ulang.

2. Mtftahur Rohama
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
Saksi merupakan Ketua TPS 3 Salulekbo. Saksi menjelaskan bahwa pada hari
pemilihan tidak saksi parpol yang mengajukan keberatan. Saksi menjelaskan terkait
gabungan dari KPPS Desa Salulekbo tidak pernah setuju dan tidak pernah ada
intruksi untuk membentuk Gabungan KPPS karena di TPS saksi kinerja sudah baik
dan benar

3. Vendri
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa
saksi merupakan ma-tltan Ketua PPK kecamatan Topoyo. Saksi menjelaskan bahwa 

*
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menerima usulan PSU dari Gabungan KPPS Desa Salulekbo. Saksi menjelaskan
terkait Rekapitulasi Kecamatan di TPS 2 mendapat Rekomendasi dari Paawascam
untuk melalukan penghitungan suara ulang dan teiah dilaksanakan sampa2 2 kali
penghitungan. Bahwa surat suara telah sesuai dengan dengan C1.

Iu. I(EWEN/TNGIIN DXPP DAN IIIDI'DI'I(AJT HUKIIM
[3,1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait
dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
yang dilakukan oleh Para Teradu;
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbaagkan pokok pengaduan Pengadu,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih
dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:
Kewenengan DKPP
[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menega]kan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 12) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

'DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan
adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,
anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota'.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar
kode etik; dan

d. Memutus Pelanggaran Kode Etik
Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat 12) Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2077 tentartg Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan
oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilalukan oleh para Teradu,
maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a guo;

Kedudukaa Ilukum
[3.5] Menimbang ba-hwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1] Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 jzncto Pasal 4 ayat (1) PeraturaR DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKpp Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilu, pengaduan
tentang dugaan adanya pelalggaraa Kode Etik Penyelenggara pemilu diajukan secara
tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta pemilu, tim kampanye, masyaral<at,
dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKpp.
Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam pasal 4 ayat l2l peraturan
DKPP Nomor 3 Tahun 20 17 tentang Pedoman Beracara Kode Etik penyelenggara
Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKpp Nomor 2 ^lahun 2ol9
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tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

"Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh:

a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampalye;
d. Masyarakat; dan/ atau
e. Pemilih".

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adala]r Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian
Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan pengaduan a
q-rci

[3.fl Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a E)o, para
Pengadu memiliki kedudukaa hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a
qto, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

TV. PERTIMBAI{GANPUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu
diduga melakukan pelanggaraa kode etik dan pedoman perilalu penyelenggara pemilu
dalam tindal<annya sebagai berikut :

[4.1.1] Para Teradu tidak menindaklanjuti surat dari beberapa Petugas KPPS

terkhusus Desa Salu Lekbo yang terdiri dari TPS 1, 2, 3, 4,6,8 dan 9 yang meminta
Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

l4.l.2l Para Teradu melakukan penetapan Rekapitulasi sertifikat DB1 DPRD Kab

daerah Tingkat Kabupaten dengan menghilangkan 4 jumlah pemilih dikategorikan
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menyesuaikan sesuai dengan jumlah surat
sua-ra yang terdiri dari Kec. Topoyo Desa Topoyo TPS 2 (2 pemilih dalam DPT), Kec.

Tobadak Desa Mahahe TPS 1 (1 pemilih dalam DPT), dan Desa Tobadak TPS 16 (1

pemilih da-lam DPT), serta adanya pernyataan keberatan Saksi (Mode1 DA2-KPU) pada

saat Sebelum adanya penetapan di tingkat Kabupaten.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak
seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasaa:

[4.2.1] Terhadap dalil aduan Pengadu pada poin [4.1.1], Teradu I s.d Teradu III
menjelaskan bahwa pada tanggal 20 April 2019 Teradu I s.d Teradu III menerima
Tembusan Surat dari Gabungan KPPS desa Salulebo dengan kop surat Paaitia
Pemungutan Suara desa Salulebo ditujukan kepada ketua PPK Topoyo dan Ketua
Panwascam Topoyo dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu kab. Mamuju Tengah.
Menerima tembusan surat tersebut Teradu I s.d Teradu III langsung melakukan
investigasi menjadikan informasi awal darr melal<ukarr investigasi untuk memastikan
kebenaraa informasi tersebut apakah terjadi dugaan pelanggaran pemiiu. Maka pada
tanggal 21 April 2019, Teradu III melakukan investigasi yang dituangkan dalam forn
Pengawasan dengan Nomor 06/LHP/PM.00.01/N/ 2019. Teradu I dan Teradu II
melakukan Investigasi kepada Pengawas TPS se desa Salulebo pada tangga1 21 April
20 19 di kantor Bawaslu Kab. Mamuju Tengah. Teradu I s.d Teradu III juga
mengundang Teradu IV s.d Teradu VII, Sentra Ga-kkumdu dan Pihak Kepolisian untuk
melaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu pada pukul 19.30 WITA di ruang
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rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya, pada tanggal 22 April
2019 berdasarkan Berita Acara klarifikasi yang dilakukan oleh Parrwascam Topoyo
kepada PIPS Desa Salulekbo tidak ditemukan adanya Pengguna C6 yang ciwakili
untuk menggunakan hak pilihnya, tidak adanya pendampingan yang tidak
melampirkan C3 serta tidak ada peristiwa pengguna Hak pilih yang menggunakan
KTP-EI yang tidak melakukan pencoblosan di TPS terdekat sesuai dengan alamat pada
KTP-Elnya yang dibuktikan dengan C5. Selain itu berdasarkan Laporan Hasil
Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatal Topoyo Ncnoor :

22O /LHP IPM.OO.OO llV l2ol9 tertanggal 18 April 2019 tidak ada ditemukan dugaan
pelanggaran dan pemilih tidak ada yang komplain. Berdasarkan Laporan Hasil
Pengawasan Pengawas TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo tertanggal 17 April 2019
secara umum mendalilkan Bahwa Proses Pemungutan dan Perhitungan suara pada
tingkat TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo berjalan dengan baik dan tidak satupun
ditemukan adalya pelalggaraa yang te{adi. Terhadap laporan nomor register :

018/LP/Pl/Kab /30.06lIV l2Ol9 atas nama Ismail S, Laporan dengan nomor register :

Ol9lLP/PllKab/3O.O6/1V /2O 19 atas nama Edwin Mandala, dan Laporan Nomor
020lLPlPllKabl30.O6llY/2019 atas nama Yonatan Teradu I s.d Teradu III bahwa
Laporan yang diajukan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu. Terhadap
dalil aduan pada Poin [4.1.2], Teradu I s.d III menjelaskan bahwa hasil pengawasan
pengawas TPS 2 Desa Topoyo yang di tuangkan da-1am Form A menjelaskan bahwa
hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS terjadi selisih aatara jumlah
surat suara yang digunakan yang tertera pada C1 Plano dengan jumlah Pengguna Hak
Pilih. Selanjutnya, Palwascam Topoyo mengeluarkan Surat rekomendasi perhitungan
suara ulang kepada Ketua PPK Kecamatan Topoyo untuk melakukan Perhitungaa
Surat Suara Uiang di Tingkat Kecamatan pada tanggal 21 April 2019. Pada tanggal 4

Mei 2019 dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dan
berdasarkan laporan hasil pengawasan Teradu I s.d Teradu III nomor
2O5lK.Bawaslu.SR-04/ST/TU.OO.Ol /V /2019 terdapat Keberatan dari Saksi Partai PKB

atas hasil Rekapitulasi di PPK Kecamatan Topoyo untuk TPS 2 Desa Topoyo karena
adanya perbedaan data jumlah pemilih dengan yang menggunakan Hak Pilih Untuk
Pemilihan DPRD Kabupaten, Dan Persoa-lan Tersebut sudah dilakukan perhitungan
suara ulang pada tingkat kecamatan Berdasarkan Rekomendasi Pehitungan Surat
Suara Ulang Oleh Panwascam Topoyo. Pada tanggal 5 Mei 2019, dalam pelaksanaan
rekapitulasi suara tingkat Kabupaten terdapat keberataa dari saksi partai kebangkitan
bangsa (PKB) atas hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Topoyo untuk TPS 2 desa

Topoyo karena adanya perbedaan data jumlah pemilih yartg menggunakan hak pilih
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sampai pemilihan calon Anggota DPRD

Provinsi berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) pemilih dengan pemilihan DPRD

Kabupaten/ Kota yarg be{umlah 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) pemilih.
Keberatan juga disampaikan dari saksi partai golkar atas hasil rekapitulasi PPK

kecamatan Tobadak untuk TPS 3 batu Parigi. Saksi Partai Golkar mengajukan
keberatan atas selisih data pemilih dengan data pengguna hak pilih darr rneminta PPK

untuk membuka C I plano, kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara,
setelah penghitungan ulang surat suara masih selisih saksi partai golkar meminta PPK

untuk membuka C7 (daftar hadir) tetapi PPK Tobadak tidak bersedia memenuhi
permintaan saksi partai golkar untuk membuka C7.

14.2,21 Terhadap dalil Pengadu, Teradu IV s.d Teradu VII menjelaska bahwa surat
Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dimaksudkan oleh Pengadu tertanggal
20 April 2019 ditanda tangani oleh gabungaa KPPS dari Desa Salu Lekbo adalah cacat
adminstrasi. Dimana bertentangan dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dalam Pasal 66 pada
Ayat (1) menyatakan "Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan
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menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang".
Bahwa surat Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditujukan kepada Teradu I s.d
Teradu III yang tembusannya disampaikan kepada Para Teradu dan sampai pada saat
tenggang waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berakhir Teradu I s.d
Teradu III tidak pernah mengajukan PSU Desa Salu Lekbo kepada Para Teradu. Bahwa
walaupun Teradu IV s.d Teradu VII hanya menerima tembusall surat Pengajuan
Pemungutan Suara tllang (PSU) tersebut, Teradu IV s.d Teradu VII melakukan
tanggapan dengan mengundang Ketua dan Anggota PPS Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 1

Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 2 Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 3 Salu Lekbo, Ketua KPPS
TPS 4 Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 6 Salu Lekbo, Ketua KPPS TPS 8 Salu Lekbo dan
Ketua KPPS TPS 9 Salu Lekbo berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamuju Tengah Nomor: 153/PL.01.7-SD/7606 /l<PV-Kab /\V l2Ol9 perihal Undangan,
narnun para pihak yang diundang oleh Para Teradu tidak ada yang hadir. Selanjutnya
Teradu IV s.d Teradu VII kemba-li melayangkan surat Nomor: 158/PL.01.7-
SD/7606/KPU-Kab llV 12019 Tanggal 23 April 2019 perihal Pemanggilan Ke-Dua,
namun yang hadir haaya dua orang yang memenuhi panggilan darr setelah dimintai
keterangan terkait surat Pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut mereka
menj awab "tidak tahu menatw dengan surat tersebut'. Terhadap pokok aduan kedua,
Teradu IV s.d Teradu VII menjelaskan bahwa terkait hilangnya 2 (dua) pemilih paca
TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo, bermula ketika pada saat pelaksanaan
pemungutan suara tersebut diketemukan adanya kekurangan kertas suara untuk
pemilihan DPRD Kabupaten. Hal tersebut diluar dugaan Para Teradu karena pada saat
distribusi logostik dilakukan Para Teradu telah melakukan tata cara dan mekanisme
yang dipersyaratkan. Bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Pemungu.tan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak
dilaksanakan oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Topoyo dalam arti tidak melakuan
perhitungan jumlah surat suara, sehingga kekurangan kertas suara diketemukan
ketika pelaksanaan pencoblosan telah berlangsung. Bahwa akibat dari kurangrrya
kertas suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten pada TPS 2 Desa Topoyo tersebut
mengakibatkan adanya selisih perolehan suara untuk DPRD Kabupaten dan hal
tersebut mengakibatkan permasalahan tersebut telah pernah diperiksa dan diputus
oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 38- 13-28/PHPU.DPR-DPRD-
XVII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 dengan amar putusan berbunyi: Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Tentang hilangnya I (satu) pemilih pada TPS 1 Desa
Mahahe Kecamatan Tobadak bukan dikarenakan kurangnya kertas suara melainkan
adanya salah satu pemilih yang sengaj a tidak mendapatkan kertas suara pada jenis
pemilihan DPRD kabupaten dkarenakan yang bersangkutan tidal mempunyai pilihaa.
Hal tersebut telah diperkuat dengan surat pernyataan. Tentang hilangnya 1 (satu)
pemilih pada TPS 16 Desa Tobadak Kecamatan Tobadal, tidak mempengeruhi adanla
hilangnya suara pemilih, hilang:nya suara tersebut hanya disebabkan adan]-a
kesalahan input ditingkat Kecamatan Tobadak yakni adanya data Daftar Pemilih
Khusus yang terinput masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, ha1 tersebut dibuktikan
dengan C Plano Hologram dimana data yang dimilki oleh PPS Desa Tobadak dengan
data yang terinput pada KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Tentang adanya pernyataan
keberatan Salsi (Model DA2-KPU) pada saat sebelum adanya penetapan di tingkat
Kabupaten, pada saat sebelum adanya penetapan ditingkat Kabupaten adalah benar,
tetapi bukan berarti dengan adanya keberataa tersebut Para Teradu dengan serta
merta tidak melanjutkan penetapan. Mekanisme tersebut telah diatur didalam
Peratural Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tenta-ng
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dan Penetapan Hasil pemilihar
Umum. Para Teradu adalah telah sesuai dengan mekanisme dan tata ca-ra
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sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga dengan demikian Pengadu sangat keliru jika apa yang dilakukan oleh Teradu
IV s.d Teradu VII dianggap melanggar Kode Etik.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen
serta fakta yang terungkap dalam sidalg pemeriksaan DKPP berpendapat,
[4.3.1] Terkait dalil aduan pada poin [a.1.1], fakta persidangan terungkap bahwa pada
tanggal 20 April 2O19, gabungan dari KPPS dari TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9 Desa Salulekbo
mengirimkan surat kepada Ketua PPK kecamatan Topoyo dengan tujuan mengusulkan
PSU di TPS tersebut. Surat dari Gabungan KPPS Desa Salulekbo ditembuskan kepada
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah,
Ketua Panwascam Topoyo. Daiam fakta persidangan terungkap, meskipun hanya
tembusan para Teradu langsung menindaklaljuti surat dari Gabungan KPPS Desa
Salulekbo. Teradu I s.d Teradu III menjadikan informasi awal untuk melakukan
investigasi untuk memastikan kebenaran informasi surat itu. Demikian halnya dengaa
Teradu IV s.d Teradu VII, pada tanggal 23 April 2019 melalui surat Nomor
153/PL.01.7-SD /7606 /KPU-Kab/\V /2019 mengundang Gabungan KPPS Desa
Salulekbo untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan
keterangan terkait permohonal Pemungutan Suara Ulang. Surat undangan tidak
direspon oleh Gabungal KPPS Desa Sa.lulekbo sehingga Teradu IV s.d Teradu VII pada
tanggal 23 ApnI 2Ot9 berkirim surat kembali dengan Nomor 158/PL.01.7-
SD/7606/KPU-Kab/1V l2Ol9. Bahwasanya terhadap surat kedua yang dilayangkan
oleh Teradu IV s.d Teradu VII hanya 2 orang yang hadir memenuhi undarrgan dan
memberikan keterangan bahwa terhadap surat pertanggal 20 April 2019 menjawab
tidak tahu menahu dengan surat itu. Sehingga Teradu IV s.d Teradu VII berkesimpulan
bahwa surat tersebut cacat administrasi. Selain bertentangan dengan PKPU No. 3
Tahun 2O19 tentang Pemungu.tan dan Penghitungan Suara, surat tersebut tidak
ditandatangai oleh Ketua dan Anggota KPPS dari TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa
Salulekbo. Tindaklanjut yang dilakukan Teradu I s.d Teradu III, pada tanggal 21 April
2O19 melakukan investigasi kepada PTPS se-Desa Salulekbo. Selain itu Teradu I s.d
Teradu ill mengundang Teradu IV s.d Teradu VII darr Anggota Sentra Gakkumdu dari
Kepotsian. Maka pada tanggal 25 April 2019 Teradu I s.d Teradu III melakukan rapat
Pleno pembahasan tindaklnajut informasi awal dugaan pelanggararr. Dalam rapat
pleno tersebut setelah berkoordinasi dengan PTPS Desa Sa.lulekbo berdasarkan laporan
hasil Pengawasan proses Pemungutan dan Perhitungan suara pada tingkat TPS
1,2,3,4,6,a dan 9 Desa Salulekbo berjalan dengal baik dan tida-k satupun ditemukan
adanya pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan uraian fakta diatas, DKPP berpendapat
dalil aduan Pengadu tidak terbukti. Para Teradu telah menjatankan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturafi perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, DKPP menilai bahwasanya surat dari Gabungan KPPS Desa
Saluklekbo tidak mempunyai kekuatan hukum yang rnengikat. Dengan demikiaa, dalil
aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.2] Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada poin [4. 1.2], terungkap fakta
ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo Nomor
0I4/BA/PPK-TW lN l2OL9 dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan
C 1 telah dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Kecamatan Topoyo. Jumlah
pengguna hak pilih pada Formulir DAA- 1 Desa Topoyo sebany ak 241 pemilih, tapi
setelah dilakukal pencermatan formulir Cl, surat suara yang digunakan sebarryak
239. Penghitungan ulang dilaksanakan atas rekomendasi Pengawas pemilihan umum
Kecamatan Topoyo berdasarkan Surat Nomor 223/K.PANWCASLUCAM-
TPY/Tu00.01/rv /2019 Perihal Rekomendasi penghitungan Suara Llang tanggal 19
April 2019. selisih 2 (dua) Pemilih terjadi karena terdapat pemilih yang tidak dapat
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menggunakan hak pilih disebabkan tidak tersedia surat suara calon anggota DPRD
Kabupaten sehingga oleh KPPS hanya diberi 4 (empat) surat sua-ra, akan tetapi pemilih
tersebut tidak keberatan. Selain itu Para Teradu menjelaskan setelah PPK Kecamatan
Topoyo menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Kecamatan Topoyo Nomor
223lK.PANWCASLUCAM-TPY ITUOO.OI llV /2019 Periha1 Rekomendasi Penghitungan
Suara Ulang tanggal 19 April 2019 terdapat perbaikan data jumlah suara sah sebanyak
228 suara dan suara tidak sah sebanyak 11 suara, sehingga jumlah surat sua.ra yang
digunakal sebanyak 239 suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor
015/BA/PPK-TW /lV 12019 tanggal 24 Apil 2019. Atas hasil penghitungan ulang
tersebut, terdapat sa-ksi yang meng{ukan keberatan karena berdasarkan Formulir
Model C7 DPT TPS 02 Desa Topoyo, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 241 orartg.
Teradu I, Teradu II dan Teradu III telah melakukan kajian dan memutuskan terjadi
pelanggaran kode etik KPPS TPS 2 Desa Topoyo karena tidak menghitung ulang surat
su.rra yErng diterima sebelum melaksanalan pemungutan suara. Selain itu terungkap
fakta pokok aduan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Perkara Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Amar Putusal MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkal
fakta tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu
meyakinkan DKPP;

[4.3.3] Menimbang Teradu VIII pada saat persidangan berlangsung tidak lagi menjabat
sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1361/SDM.13.3-
Kpt/05/KPU/lXl2Ol9 maka kedudukan hukum (legal standing) Teradu VIII tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Teradu.

14.41 Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mempertimbangkan.

V. XESIMPUI,AN
Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana
diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan
keterangan Para Teradu, dal memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para
Teradu, serta mendengarkan keterangan Saksi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan

Pengadu;

[5.2] Pengadu memiiiki kedudukan hukum (legal standing,f untuk mengajukart
pengaduan a quo;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII
tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilu;
Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

1. Menoiak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Elmansyah selaku Ketua meraagkap Anggota

Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Teradu II Taufiq Walhidayat, Teradu III
Rahmat, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Suryadi Rahmat selaku Ketua merangkap
Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Teradu V NasruI, Teradu VI Sampe
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Amiruddin, dan Teradu VII Jasmuddin masing-masing selaku Anggota KPU

Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Memerintahkan Badan Pemilihan Umum Provinsi sulawesi Barat untuk

melalsanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II dan Teradu III

paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkaa Komisi Pemilihan Umum Provinsi sulawesi Barat untuk

melaksanakan putusan ini sepanj ang terhadap Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan

Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi

pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota;

Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Rahmat

Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan

oktober tahun Dua Ribu sembilan Belas dan dibacakaa dalam sidang kode etik

terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua

Ribu sembilan Belas oleh Alfrtra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati,

masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfltra Salam

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Praeetyo

Ttd
Ida Budhlatl
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Asli Putusan ini telah ditandatangad secukupnya, dall dikeluarkan sebagai salinan

yang sama bunyinya.

ARIS PERSIDANGAN
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